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PEMKOT PALANGKA RAYA TERBITKAN PERWALI  

PEMBEBASAN BPHTB BAGI MBR 

 
Sumber gambar: https://kalteng.antaranews.com/ 

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 
(Kalteng) menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2024 tentang pembebasan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah (MBR). 

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka 
Raya, Emi Abriyani, di Palangka Raya, Senin mengatakan, Perwali ini merupakan tindak 
lanjut Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri 
Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 
tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah. 

"Perwali ini juga untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki 
hunian yang layak. Dalam instruksinya, Menteri Dalam Negeri mengarahkan agar 
pemerintah daerah melaksanakan kebijakan ini paling lambat pada akhir Januari 2025 
serta mendukung percepatan pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah," 
katanya. 

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka 
Raya ini mengatakan bahwa Perwali ini hanya berlaku bagi MBR yang memenuhi kriteria 
tertentu, sehingga diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar 
membutuhkan. 

 “Penghapusan BPHTB di Kota Palangka Raya akan dimulai 1 Februari 2025 yang 
hanya diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah 
untuk pertama kalinya," katanya. 

Rumah tersebut dibangun oleh pihak pengembang serta telah melalui proses seleksi 
di bank BUMN yang memberikan jaminan kepemilikan rumah bersubsidi dengan luas 
tanah maksimal 200 meter persegi dan luas bangunan maksimal 36 meter persegi. 
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Wanita berhijab ini menerangkan, kategori masyarakat berpenghasilan rendah yang 
dimaksud yaitu pemohon yang memiliki gaji/upah per bulan sebesar Rp7 juta untuk yang 
berstatus belum menikah dan sebesar Rp8 juta untuk yang berstatus sudah menikah serta 
belum memiliki rumah untuk tempat tinggal. 

“Dengan adanya kebijakan ini, Pemkot Palangka Raya berkomitmen untuk 
mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya 
melalui penyediaan hunian yang layak bagi warga yang kurang mampu,” kata Emi. 
 
Sumber Berita: 
1. https://kalteng.antaranews.com/berita/743350/pemkot-palangka-raya-terbitkan-

perwali-pembebasan-bphtb-bagi-mbr, Senin, 3 Februari 2025. 
2. https://www.beritasatu.com/network/dayaknews/442056/pemko-palangka-raya-

terbitkan-perwal-bphtb-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah, Senin, 3 Februari 
2025. 

 

Catatan: 
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah 
Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Pada Pasal 44 mengatur berkaitan 
dengan Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi 
pemindahan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan 
dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, 
penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha atau  
hadiah.  Serta pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan 
hak. 

 


